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Abstrak 
 

Pemberlakuan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia telah menjadi isu kontrover- 
sial,  terutama  dalam  konteks  perkembangan  hukum  dan  perlindungan  hak  asasi 
manusia (HAM). Penelitian ini  bertujuan untuk  menganalisis perbedaan pengaturan 
pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru, 
serta meninjau implikasinya dari perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan 
adalah studi kepustakaan dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian 
menunjuk-kan  bahwa  meskipun  KUHP  baru  telah  mengalami  beberapa  perubahan 
untuk me-nyesuaikan dengan prinsip-prinsip modern, pidana mati tetap dipertahankan 
dengan be-berapa perubahan dalam prosedur pelaksanaannya. Namun, pemberlakuan 
pidana mati masih menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap bertentangan 
dengan hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai efektivitas pidana mati sebagai 
sarana penegakan hukum, serta harmonisasi antara kepentingan hukum dan 
perlindungan HAM. Rekomen-dasi yang diajukan adalah memperkuat mekanisme hukum 
yang memastikan keadilan dan transparansi dalam penerapan pidana mati, serta 
mempertimbangkan sistem penilaian dan pelaksanaan maa percobaan 10 tahun supaya 
memberikan Hukuman yang adil, transparan dan sejalan dengan prinsip HAM. 

 
Kata kunci: Pidana mati, KUHP lama, KUHP baru, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana 
Indonesia.
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Abstract 

 
The application of the death penalty in Indonesian criminal law has become a controver- 
sial issue, particularly in light of legal developments and the growing emphasis on hu- 
man rights protection. This study aims to analyze the differences in the regulation of the 
death penalty between the old Criminal Code (KUHP) and the new Criminal Code, as 
well as to assess its implications from a human rights perspective. The research employs 
a normative legal method through literature review and comparative legal analysis. The 
findings indicate that while the new Criminal Code introduces several procedurals re- 
forms aligned with modern legal principles, the death penalty remains retained. Howev- 
er, its continued implementation has drawn criticism from various parties for allegedly 
conflicting with the right to life, a fundamental human right. This study concludes that a 
more in-depth evaluation is needed regarding the effectiveness of the death penalty as a 
tool of law enforcement, and to ensure the balance between legal interests and human 
rights protection. The study recommends strengthening legal mechanisms to guarantee 
justice and transparency in the application of the death penalty, and considering a ten- 
year probationary period to provide a more just and human rights-compliant approach 
to sentencing. 

 
Keywords: Death penalty, Old Criminal Code, New Criminal Code, Human Rights, In- 
donesian Criminal Law. 

 

 
 

A. Pendahuluan 
 

Hukum pidana Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan, terutama terkait 
dengan pemberlakuan pidana mati sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan tertentu. 
Perubahan besar ini terjadi seiring dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang ba-ru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang secara substansial 
menggantikan KUHP warisan ko-lonial Belanda yang telah digunakan lebih dari satu abad. Dengan 
adanya perubahan ini, salah satu isu yang menonjol adalah keberadaan pidana mati dalam hukum 
pidana Indonesia dan bagaimana sistem hukum yang baru memberikan ruang bagi evaluasi 
masa percobaan untuk pelaku pidana mati. Hukuman mati telah menjadi salah satu isu 
kontroversial dalam sistem peradilan pidana di banyak negara, termasuk Indonesia. 

Perlu dicatat bahwa KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, 
melainkan  sebagai  pidana  khusus  yang  selalu  diancamkan  secara  alternatif  dan  dijatuhkan 
dengan masa percobaan 10 tahun. Pidana mati memiliki tahapan sebelum akhirnya eksekusi 
benar-benar dilakukan, dan pengaturan ini mencerminkan perdebatan yang masih berlangsung 
mengenai pemberlakuan hukuman mati di berbagai negara. Dapat diketahui bahwa pada tahun 
2020, paling tidak 483 orang di seluruh dunia telah dieksekusi mati. Hal ini merupakan jumlah 
eksekusi paling sedikit dari sejarah catatan Amnesty International selama 10 tahun terakhir 
(Maksum, 2025). Namun, pada tahun 2021, angka eksekusi mati meningkat men-jadi 579 orang. 
Pada tahun 2022, 883 orang dieksekusi mati, yang merupakan jumlah tertinggi dalam lima 
tahun terakhir. Sedangkan menurut laporan Institute for Criminal Justice Reform ada kenaikan 
di beberapa tahun terhadap pelaku vonis pidana mati, sehingga per tahun 2023 ada sekitar 509 
orang yang sedang be-rada di deret tunggu eksekusi mati dan sampai tahun 2024 belum ada 
pelaksanaan  pidana  mati  terhadap  keseluruhan  terdakwa  tersebut,  memungkinkan  adanya 
ketidakpastian dalam  peraturan perundang-undangan ataupun kitab undang-undang hukum 
pidana yang tidak memberikan kepastian pelaksanaan pidana mati tersebut (Amnesty, 2025).
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Maka jika dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam banyak negara, hukuman 
mati diberlakukan untuk kejahatan tertentu, seperti pembunuhan berencana, terorisme, 
narkotika atau pengkhianatan negara. Namun, pandangan tentang hukuman mati sangat 
bervariasi dan tergantung pada nilai-nilai budaya, agama, dan pandangan filosofis, bahkan 
menjadi pelanggaran hak asasi manusia apabila pelaku tersebut dikenakan hukuman mati. Secara 
normatif, definisi HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Asasi 
Manusia yang berbunyi: 

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai  makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Nilai-nilai yang kini telah lebih maju selain hal-hal di atas kita juga harus mengetahui bahwa 
efektivitas hukuman mati dalam mencegah kejahatan adalah topik yang telah diperdebatkan 
secara luas. Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan: 

Efek Jera (Deterrence) 
Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa ancaman hukuman mati dapat mencegah 

individu melakukan kejahatan serius. Mereka percaya bahwa ketakutan akan eksekusi dapat 
mengurangi  insentif  un-tuk  melakukan  tindakan  kriminal.  Namun,  bukti  empiris  tentang 
efektivitas deterrensi hukuman mati tidak konsisten. Beberapa studi menunjukkan hubungan 
antara  hukuman  mati  dan  penurunan  kejahatan,  sementa-ra  yang  lain  tidak  menemukan 
korelasi yang signifikan. 

Kekerasan dan Keadilan: Kritikus hukuman mati berpendapat bahwa ini tidak efektif dalam 
mencegah keja-hatan karena tidak semua pelaku kejahatan mempertimbangkan konsekuensi 
sebelum   melakukan   tindakan.   Serta   faktor-faktor   sosial,   ekonomi,   dan   psikologis   juga 
memengaruhi   perilaku   kriminal.   Selain   itu,   ada   risi-ko   eksekusi   terhadap   orang   yang 
sebenarnya tidak bersalah, yang bertentangan dengan prinsip keadilan. 

Alternatif Hukuman: Beberapa negara yang menghapus hukuman mati telah 
menggantikannya dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ini 
memberikan kesempatan rehabilitasi dan memastikan tidak adanya eksekusi terhadap orang 
yang tidak bersalah. 

Pandangan HAM: Perspektif HAM menekankan pentingnya menghormati hak hidup setiap 
individu.  Penghapusan  hukuman  mati  dianggap  sebagai  langkah  maju  dalam  menghormati 
martabat manusia. 

Pada penelitian ini dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam pidana mati yang di 
lihat  dari  berbagai  aspek,  penerapannya  dan  efektivitasnya  maka  penulis  tertarik  untuk 
meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah tesis dengan judul sebagai berikut: 
“Pemberlakuan Pidana Mati dalam Hukum Pi-dana Indonesia: Kajian Perbandingan KUHP Lama 
dan Baru serta Perspektif Hak Asasi Manusia” 

Adapun pokok masalah yang akan di teliti lebih lanjut dalam penulisan jurnal ini adalah 
bagaimana pemberlakuan pidana mati jika di tinjau berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru UU 
No. 1 Tahun 2023? serta bagaimana pemberlakuan pidana mati tersebut ditinjau dari perspektif 
Hak Asasi Manusia Pelaku dan Korban? 
Teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut: 
1. Teori Hak Asasi Manusia 

Teori  hak  asasi  manusia  adalah  kerangka  pemikiran  yang  menjelaskan  bahwa  setiap 
manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir secara universal, tidak dapat dicabut 
dan wajib dihormati oleh nega-ra maupun sesama manusia. Hak-hak ini tidak tergantung pada 
hukum positif atau pengakuan negara karena berasal dari kodrak manusia sebagai makhluk 
yang bermartabat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 
menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi (Pasal 3) 
(Rasjidi & Putra, 1993). 
2.Teori Keadila 

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang 
pada kebena-ran, dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. Jadi keadilan diartikan sebagi sikap 
atau perbuatan yang adil. Sementara itu, dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan 
istilah justice yang memiliki persa-maan arti dengan justitia yang memiliki arti jujur, benar 
menurut hukum, patut, pantas atau layak (Hamidi, 2013). 
3.Teori Pemidanaan
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Mengenai  teori  pemidanaan,  pada  umumnya  dapat  dikelompokkan  dalam  tiga golongan 
besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (Vergeldingstheorien), teori relatif atau teori 
tujuan (Doeltheorien), dan teori menggabungkan (Verenigingstheorien) (Hamzah, 2019). 

a. Teori Pembalasan 
Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. 
Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan 
objektif  ialah  pembalasan  terhadap  apa  yang  telah  diciptakan  pelaku  di  dunia  luar. 
Mengenai  masalah  pembalasan  itu  J.E.  Sahetapy  menyatakan:  Oleh  karena  itu,  apabila 
pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, 
maka  belum  pasti  tujuan  ini  akan tercapai,  karena  dalam  diri  si  terdakwa  belum  tentu 
ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa 
dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana 
yang kejam memperkosa rasa keadilan. Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran 
untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk 
membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun 
kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali 
(Hamza, 2010).] 
b.Teori Relatif atau Teori Tujuan 
Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap 
teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar 
pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.Sebagaimana 
dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu: Untuk mempertahankan 
ketertiban masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijkeorde);Untuk memperbaiki 
kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel 
van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel) 

Untuk memperbaiki si  penjahat  (verbetering  vande  dader);  Untuk membinasakan si 
penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger); Untuk mencegah kejahatan 
(tervoorkonning van de misdaad) Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief 
menjelaskan,  bahwa:  Pidana  bukan  sekedar  untuk  melakukan  pembalasan  atau 
pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai 
tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori 
tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah 
terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang 
membuat kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). 
Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam 
masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku 
kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan 
ketertiban umum (Hamza, 2010). 
c.  Teori Gabungan 
Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga 
dimaksudkan  untuk  melindungi  masyarakat,  dengan  mewujudkan  ketertiban.  Teori  ini 
menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar 
pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan- 
kelemahan yaitu: 

Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan 
hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud 
tidak harus negara yang melaksanakan.Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan 
ketidakadilan karena pelaku tindakzpidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan 
masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah 
kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan Atmadja & Budiartha, 2018). 
d.  Teori Positivisme 
Kata  "positivisme"  berasal  dari  kata  bahasa  Inggris  "positivisme",  yang  berarti 
"meletakkan". August Comte dianggap meletakkan dasar positivisme dalam bukunya yang 
berjudul The Process of Positive Philosophy. Pandangan Comte kemudian dikenal sebagai 
positivisme, yang menekankan unsur-unsur pengetahuan faktual. Positivisme, juga dikenal 
sebagai Eine Reine Rechtehre dan Langdell dengan positivisme atau yurisprudensi 
mekanistik. Menurut Hans Kelsen, adalah kumpulan gagasan dan teori tentang ilmu hukum 
dan praktik hukum kontemporer yang didasarkan pada dasar filosofis positivisme dan 
dikembangkan  di  sekitar  paradigma  Galilea.  Aliran  positivisme  dalam  ilmu  hukum  dan
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praktik hukum adalah teori dan doktrin yang mereduksi eksistensi manusia menjadi suatu 
proses yang diatur oleh hukum sebab akibat. Konsep ini menyatakan bahwa manusia tidak 
memiliki kebebasan berkehendak. Meskipun positivisme terlihat seolah-olah bebas, ia 
sebenarnya terikat oleh hukum. Atau, hukum yang sempurna dan bebas mengatur manusia. 

Positivisme    merupakan    keyakinan    bahwa    fakta-fakta    historis    adalah    objek 
pengetahuan tunggal dan bahwa sains adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang sah. 
Oleh karena itu, positivisme menolak adanya agen atau kekuatan yang bertanggung jawab 
atas fakta-fakta dan menolak penggunaan metode apa pun selain sains untuk menyelidiki 
fakta-fakta.   Sedangkan,   positivisme   hukum   ialah   Hukum   adalah   satu   perintah   yang 
datangnya dari manusia dan tidak ada hubungan yang pasti antara hukum dan kesusilaan, 
secara garis besar pandangan positivisme hukum memaknai hakikat hukum sebagai norma- 
norma  positif  dalam  sistem  peraturan  perundang-undangan  dan  memisahkan  hukum 
dengan moral (Habibanu, Fatimah & Fitrisia, 2024). 

 
B.    Metodologi 

 
1.   Jenis Penelitian 

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 
yaitu penelitian hukum kepustakaan yang hanya berfokus pada prinsip, asas hukum 
yang  konsepnya  sebagai  norma  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan, 
pendapat dari pakar hukum serta beberapa putusan pengadilan terkait pidana mati. 

2.   Sumber Bahan Hukum 
Karena  penelitian  hukum  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  maka  sumber 
bahan hukum yang digunakan bahan hukum yang terdiri atas: 
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai 
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan 
dengan hukum dan penerapan pidana mati, serta undan-undang hak asasi manusia 
Bahan   hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  artinya 
mempunyai otoritas. Ba-han hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan 
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. 
Bahan hukum dasar tersier merupakan bahan yang bersifat menunjang bahan primer 
dan sekunder un-tuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder seperti dari 
kamus hukum dan website (Marzuki, 2007) 

3.   Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan 
penelitian  kepustakaan  (library  research)  yaitu  dengan  menggunakan  teknik  arsip 
ataupun studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal, artikel, ataupun pendapat para 
ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun langkah-langkah yang 
akan ditempuh yaitu: 
Mengumpulkan  dan  menginventarisi  bahan  bacaan  yang  berkaitan  dengan  masalah 
penelitian seper-ti undang-undang, buku, artikel dan jurnal 
Mengklasifikasi bahan bacaan yang telah dikumpulkan menjadi bahan primer, bahan 
sekunder, ba-han tersier. 
Membaca,  memahami  dan  mengutip  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung 
terhadap  sumber  hukum  yang  sudah  dibaca  yang  berkenaan  dengan  masalah  yang 
diteliti. 

4.  Teknik Analisa Data 
Setelah  bahan  hukum  terkumpul,  makan  bahan  hukum  tersebut  dianalisis  untuk 
menemukan  kes-impulan,  bentuk  dalam  teknik  analisa  bahan  hukum  menggunakan 
konten  analisis.  Dalam  analisis  bahan  hukum  jenis  ini  dokumen  atau  arsip  yang 
dianalisis disebut istilah teks yang menunjukkan pada metode analisis yang integratif 
dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, 
mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikan dan 
relevansinya terutama terkait dengan pidana mati (Bugin, 2007). 

 
C.   Hasil dan Pembahasan 

 
1. Pemberlakuan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Lama dan KUHP Baru 
a.   Pemberlakuan Pidana Mati dalam KUHP Lama
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Pemberlakuan  pidana  mati  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia  berakar  dari 
warisan hukum kolonial Belanda, khususnya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- 
Indië  yang  kemudian  diadopsi  menjadi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) 
setelah  Indonesia  merdeka.  KUHP  lama  ini  diberlakukan  berdasarkan  Staatsblad  Tahun 
1915 Nomor 732 jo. Staatsblad Tahun 1946 Nomor 17 dan 77, dan tetap menjadi hukum 
positif hingga diundangkannya KUHP nasional pada tahun 2023 (Mulyadi, 2012). 

Pidana mati dalam KUHP lama ditetapkan sebagai salah satu dari lima jenis pidana 
pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana 
kurungan, pidana denda, dan pi-dana tutupan. Pidana mati dipandang sebagai bentuk 
hukuman paling berat yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang dianggap sangat 
serius, seperti makar terhadap presiden (Pasal 104 KUHP), pembunu-han berencana (Pasal 
340 KUHP), serta perampokan yang mengakibatkan kematian (Pasal 365 ayat (4) KUHP). 

Secara historis, keberadaan pidana mati dalam KUHP lama dipengaruhi oleh paradigma 
klasik  dalam  ilmu  hukum  pidana  yang  menekankan  pada  pembalasan  dan  pencegahan 
umum (general deterrence) ter-hadap kejahatan yang mengganggu keamanan negara dan 
ketertiban umum. Dalam konteks tersebut, pidana mati diposisikan sebagai sarana untuk 
menimbulkan efek jera dan menjaga stabilitas Masyarakat (Hamzah, 2008). 

Namun, KUHP lama tidak secara rinci mengatur prosedur pelaksanaan pidana mati. 
Oleh karena itu, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan lain di luar KUHP, yaitu Undang- 
Undang   Nomor   2/PNPS/1964   tentang   Tata   Cara   Pelaksanaan   Hukuman   Mati   yang 
Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang menetapkan 
bahwa eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu tembak setelah semua upaya hukum dan 
grasi ditolak.Meskipun pidana mati secara yuridis sah dalam KUHP lama, penerapannya 
menuai banyak kritik, teru-tama dari perspektif hak asasi manusia. Hak untuk hidup 
merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable 
right) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga telah meratifi-kasi International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Ta-hun 
2005,  yang  dalam  Pasal  6  menyatakan  bahwa  hukuman  mati  tidak  boleh  diberlakukan 
secara sew-enang-wenang. 
a.   Pemberlakuan Pidana Mati dalam KUHP Baru 
Pemberlakuan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan 
penting seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai KUHP nasional yang baru. Undang-undang ini 
merupakan bagian dari upaya kodifikasi hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan 
nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan prin-sip hak asasi manusia (HAM). 

Secara historis, pidana mati telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia sejak masa  
kolonial  Bel-anda  melalui  Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsch-Indië  yang 
kemudian menjadi KUHP lama. Dalam KUHP lama, pidana mati merupakan salah satu dari 
pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10, dan diberlakukan terhadap tindak pidana 
berat seperti pembunuhan berencana (Pasal 340), makar (Pasal 104), serta perampokan yang 
disertai kematian (Pasal 365 ayat (4). 

Namun, dalam KUHP baru, pidana mati tetap diakui sebagai jenis pidana alternatif yang 
bersifat  khusus  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  64  KUHP  baru  yang  menyatakan 
bahwa pidana pokok terdiri atas: pidana mati, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat 
Khusus untuk tindak pidana tertentu yang kemudi-an pada pasal 65 menjelaskan maksud dari 
pada pasal 64 huruf a pidana pokok adalah pidana penjara, pi-dana tutupan, pidana 
pengawasan,  pidana  denda  dan  pidana  kerja  sosial.  Meskipun  demikian,  KUHP  baru 
mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam penerapan pidana mati, yaitu dengan 
menjadikannya sebagai pidana alternatif dan bukan lagi pidana yang mutlak dijatuhkan, 
kecuali dalam kondisi tertentu. 

Salah satu perubahan paling signifikan terdapat dalam Pasal 100 KUHP baru, yang 
mengatur  bahwa  pi-dana  mati  dapat  dijatuhkan  dengan  masa  percobaan  selama  10 
(sepuluh) tahun. Dalam masa tersebut, jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan 
terpuji, serta tidak mengulangi tindak pidana, maka pidana ma-ti dapat diubah menjadi pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Ketentuan ini 
mencerminkan  pendekatan  humanistik  dan  rehabilitatif  yang  sejalan  dengan  prinsip- 
prinsip perlindungan HAM, khususnya hak atas hidup yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) 
UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
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Lebih lanjut, pidana mati dalam KUHP baru hanya dikenakan sebagai pilihan terakhir 
(ultimum  reme-dium) dan diterapkan secara selektif untuk kejahatan luar biasa seperti 
genosida, kejahatan terhadap ke-manusiaan, dan terorisme. Penjelasan umum KUHP baru 
juga menekankan bahwa tujuan pemidanaan harus mempertimbangkan aspek keadilan 
restoratif, bukan sekadar pembalasan. Dengan demikian, KUHP baru memperlihatkan 
pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia: dari pendekatan represif menuju 
pendekatan yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan serta penghormatan 
terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun pidana mati masih diatur secara yuridis, 
mekanisme pelaksanaannya kini di-batasi dengan ketat dan diberi ruang untuk penilaian 
ulang melalui sistem masa percobaan. 
b.   Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) 
Pandangan HAM terhadap Hukuman Mati menyatakan bahwa pidana mati adalah hukuman 
yang di-jatuhkan kepada seorang terpidana dengan cara mengakhiri nyawa orang tersebut 
sebagai bentuk pem-balasan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya. Walaupun masih 
diterapkan di banyak negara, pem-berlakuan pidana mati seringkali menimbulkan 
perdebatan sengit, terutama terkait dengan aspek hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks 
ini, ada dua pandangan utama: satu pihak mendukung hukuman mati se-bagai cara untuk 
memberikan efek jera dan menegakkan keadilan, sementara pihak lain menilai bahwa 
hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. 

2. Perlindungan dan Hak Asasi bagi Pelaku (Terpidana Mati) 
a. Hak Asasi Pelaku 

Meskipun  seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana,  yang  bersangkutan  tetap  diakui 
sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks hukum nasional, 
pengakuan ini dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa 
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa hak 
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum 
merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non- derogable 
rights). 

Secara internasional, pengakuan terhadap hak-hak pelaku juga ditegaskan dalam 
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya dalam Pasal 6 yang 
melindungi hak atas hidup dan Pasal 14 yang menjamin hak atas peradilan yang adil (fair trial) 
bagi   setiap   orang,   termasuk   terdakwa   dalam   perkara   pidana.   Ketentuan-ketentuan   ini 
menjamin bahwa pelaku tetap memiliki hak-hak dasar meskipun tengah menghadapi proses 
peradilan atau telah dijatuhi pidana. 
b. Perlindungan Hukum bagi Pelaku 

Sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana juga memperoleh perlindungan hukum dalam 
bentuk prosedur hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Perlindungan tersebut antara lain 
berupa hak atas bantuan hukum, baik secara mandiri maupun yang difasilitasi oleh negara. Hal 
ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang 
menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi  berhak mendapatkan 
bantuan hukum secara cuma-cuma guna menjamin hak atas keadilan. Selain itu, KUHP baru 
memberikan   bentuk   perlindungan   yang   lebih   lanjut   terhadap   terpidana   mati   me-lalui 
mekanisme masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam ketentuan tersebut, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa 
percobaan selama 10 tahun, dan apabila selama masa tersebut terpidana menunjukkan sikap 
terpuji serta tidak mengu-langi tindak pidana, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi 
pidana penjara seumur hidup atau pen-jara waktu tertentu. Ketentuan ini bertujuan memberikan 
kesempatan untuk rehabilitasi dan peninjauan kem-bali terhadap vonis pidana mati. Di sisi lain, 
perlakuan terhadap pelaku juga harus memenuhi prinsip-prinsip perlakuan manusiawi  se-
bagaimana  tercantum  dalam  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  (Convention Against  Torture)  
yang  telah  diratifikasi  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 
1998,  yang  melarang  segala  bentuk  pen-yiksaan  dan  perlakuan  tidak  manusiawi  terhadap 
setiap tahanan maupun terpidana. 
3. Perlindungan HAM bagi Korban Kejahatan Berat 
a. Hak Asasi Korban 

Korban  tindak  pidana  merupakan  pihak  yang  paling  terdampak  secara  langsung  dalam 
suatu kejahatan dan oleh karena itu memiliki hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh 
negara. Dalam kerangka konstitusi, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa 
setiap  orang  berhak  atas  perlin-dungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  serta
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harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan berhak memperoleh rasa aman serta perlindungan 
dari ancaman ketakutan. 

Secara internasional, pengakuan terhadap hak-hak korban ditegaskan dalam Declaration of 
Basic Prin-ciples of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang diadopsi oleh Majelis 
Umum  PBB  melalui  Resolusi  40/34  Tahun  1985.  Deklarasi  ini  menyatakan  bahwa  korban 
berhak memperoleh  penghormatan terhadap martabatnya,  akses keadilan,  informasi, 
partisipasi dalam proses hukum, dan ganti rugi atas keru-gian yang dialaminya. 

Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menetapkan bahwa 
korban berhak atas perlindungan, informasi, restitusi, kompensasi, bantuan medis, psikologis, dan 
rehabilitasi sosial, se-bagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 7. 
b. Perlindungan bagi Korban 

Perlindungan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  merupakan  bagian  dari  tanggung 
jawab negara da-lam menjamin hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan. Dalam hal ini, 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan 
perlindungan   fisik,   perlindungan   hukum,   hingga   pendampingan   medis   dan   psikologis, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12–14 UU No. 31 Tahun 2014. 

Selain perlindungan fisik dan psikis, korban juga berhak memperoleh kompensasi dari negara  
untuk   tindak   pidana   yang  menimbulkan  kerugian   berat,   terutama   dalam   kasus 
pelanggaran HAM berat, dan restitusi dari pelaku sebagai bentuk ganti rugi secara langsung, 
sesuai ketentuan Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014. 

Lebih lanjut, dalam sistem peradilan pidana yang restoratif, korban berhak untuk didengar, 
diberi  in-formasi,  dan  berpartisipasi  dalam  proses  hukum,  termasuk  melalui  mekanisme 
keadilan restoratif (restora-tive justice) yang kini diakomodasi dalam KUHP baru dan peraturan 
perundang-undangan lainnya. Mekanisme ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara 
korban, pelaku, dan masyarakat dengan pen-dekatan dialog dan pemulihan, bukan semata-mata 
pembalasan. 
4. Analisis Penerapan Pidana Mati 

Penerapan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, se- 
bagaimana   diatur   dalam   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2023,   menunjukkan   adanya 
perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang lebih mendekati pendekatan hak asasi 
manusia (HAM). Salah satu wujud konkret dari sinkronisasi tersebut adalah ketentuan dalam 
Pasal 100 KUHP Baru yang menetapkan pidana mati bukan sebagai pidana pokok mutlak, 
melainkan sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan selama 10 tahun, yang 
memungkinkan konversi hukuman menjadi pidana seumur hidup apabila terpidana menunjukkan 
sikap dan perilaku yang baik. Kebijakan ini menunjukkan pengakuan terhadap hak hidup se-
bagai hak asasi yang fundamental, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A Undang- Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 
2005. Namun, keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana nasional tetap menjadi 
perdebatan karena dinilai belum sepenuhnya menghapus potensi pelanggaran  HAM,  khususnya  
apabila  proses  peradilan  belum  menjamin  asas  fair  trial  dan bebas dari kekeliruan yudisial. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis berpandangan bahwa pidana mati sebaiknya 
dipertahankan secara terbatas dengan menerapkan prinsip ultimum  remedi-um(pidana mati 
seharusnya digunakan sebagai  upaya terakhir), khususnya untuk kejahatan luar biasa seper-ti 
terorisme dan peredaran narkotika dalam skala besar. Penerapannya pun harus dilakukan secara 
ketat dan akun tabel, disertai evaluasi komprehensif terhadap sistem peradilan pidana agar 
selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, baik bagi pelaku maupun 
korban tindak pidana. 

 
D. Kesimpulan 

 
Pemberlakuan Pidana Mati dalam Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru 

KUHP lama (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732) tidak secara eksplisit 
mengatur  ba-tasan  pemberlakuan  pidana  mati  dalam  konteks  sebagai  ultimum  remedium. 
Pidana mati dalam KUHP lama diberlakukan secara mutlak terhadap sejumlah tindak pidana 
berat, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan kejahatan terhadap keamanan 
negara. Sementara itu, KUHP baru sebagaimana diatur da-lam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2023 telah membawa pendekatan yang lebih progresif dan humanis dengan menjadikan pidana 
mati   sebagai   pidana   khusus   yang   bersifat   alternatif   dan   bersyarat,   serta   me-wajibkan
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pertimbangan hakim atas kemungkinan perubahan hukuman menjadi pidana penjara seumur 
hidup  setelah  masa  percobaan  10  tahun  (Pasal  100  ayat  (1)-(5)  UU  No.  1  Tahun  2023). 
Pendekatan ini menunjuk-kan pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia menuju 
penegakan hukum yang menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia dan restoratif justice. 
Pemberlakuan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) 

Dalam perspektif HAM, pemberlakuan pidana mati memunculkan dilema antara hak hidup 
sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable 
rights) sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 6 Kovenan 
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dengan hak atas keadilan dan perlindungan 
bagi korban kejahatan berat. Pelaksanaan pi-dana mati terhadap pelaku kejahatan berat seperti 
pembunuhan   berencana   atau   terorisme   dapat   dipandang   sebagai   bentuk   perlindungan 
terhadap hak hidup masyarakat secara luas, namun tetap harus melalui proses hukum yang adil, 
tidak diskriminatif, serta mengedepankan hak-hak terdakwa. KUHP baru mencoba 
mengakomodasi nilai-nilai ini melalui mekanisme pengawasan dan pengkajian ulang pidana 
mati dengan memberikan ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. 

 
E. Saran 

 
Perlunya   Penguatan   Regulasi   Turunan   serta   Pembinaan   Aparat   Penegak   Hukum 
terhadap Pember-lakuan Pidana Mati dalam KUHP Baru 

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu segera 
menyusun peraturan pelaksana yang komprehensif guna mengatur secara teknis pemberlakuan 
pidana mati sebagaima-na diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
Undang-Undang  Hukum  Pidana,  khu-susnya  terkait  dengan  ketentuan  pidana  mati  yang 
bersyarat, masa percobaan selama sepuluh tahun, serta mekanisme evaluasi terhadap pelaku. 
Hal  ini  penting  untuk  menghindari  kekosongan  norma  dan  mem-berikan  kepastian  hukum 
dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pembinaan 
terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, agar dapat memahami dan men- 
erapkan konsep pidana mati sebagai ultimum remedium secara tepat dan berkeadilan, serta 
senantiasa men-junjung tinggi asas penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan ketentuan internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR). 
Perlunya  Peran  Aktif  Akademisi  dan  Masyarakat  Sipil  dalam  Mendorong  Reformasi 
Pemidanaan dan Edukasi Publik mengenai Pidana Mati 

Akademisi, praktisi hukum, dan lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat berperan 
aktif  da-lam  memberikan  kontribusi  ilmiah  melalui  kajian  hukum,  seminar,  serta  advokasi 
dalam  rangka  mendorong  reformasi  sistem  pemidanaan  nasional  yang   berkeadilan  dan 
humanis, termasuk dalam hal pemberlakuan pidana mati. Selain itu, penting dilakukan edukasi 
hukum  secara  berkelanjutan  kepada  masyarakat  agar  ter-cipta  pemahaman  yang  rasional, 
kritis, dan berimbang terhadap perubahan substansial dalam KUHP baru, khususnya mengenai 
ketentuan pidana mati yang bersyarat. Partisipasi publik dalam bentuk pengawasan terhadap 
implementasi  ketentuan  pidana  mati  juga  menjadi  bagian  penting  dalam  menjamin  agar 
pelaksa-naannya dilakukan secara transparan, akun tabel, dan tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara universal. 
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